PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1136 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

. bahwa Kebijakan Akuntansi telah ditetapkan dengan

Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014,
namun dalam rangka mengaplikasikan kebijakan
restatement keuangan dan penerapan basis pencatatan
akrual secara utuh, maka Peraturan Walikota Bandung

termaksud perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan ...



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 528
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI;

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung
Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 19), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 2, setelah huruf j ayat (2) ditambah 1
(satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan

SAP berbasis Akrual.
(2) Kebijakan ...



(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a.

penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum
dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan
keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,
maupun antar entitas akuntansi;

dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan;

. dasar-dasar Penyajian Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih selanjutnya disingkat LP-SAL dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
dasar-dasar Penyajian Laporan Operasional (LO)
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan;

dasar-dasar Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas
selanjutnya disingkat LPE dalam rangka memenuhi
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan,;

dasar-dasar penyajian Neraca dalam rangka
memenuhi  tujuan  akuntabilitas  sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,;
dasar-dasar penyajian Laporan Arus Kas yang
memberikan informasi historis mengenai perubahan
kas dan setara kas Pemerintah Daerah dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan,

dan non-anggaran selama satu periode akuntansi;

h. dasar-dasar ...



h. dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang
diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan
yang selanjutnya disingkat menjadi CaLK, memuat
hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran
seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab
terjadinya perbedaan yang material antara anggaran
dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci
lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk
dijelaskan;

i. dasar pengakuan, pengukuran, penilaian serta
pengungkapan dalam akuntansi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer,
Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban serta
penyajiannya dalam laporan keuangan;

j. perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;

k. penyajian kebijakan akuntansi Nomor 20, terkait

penyajian kembali (restatement) neraca.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
Sistematika penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran mengenai sistematika penyusunan
Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf i dan huruf j, diubah.

Pasal ...



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Nopember 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan 'sesuai dengagsf aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690111 199603 1 002



